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Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk menganalisis bagaimana kinerja pegawai di Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatf. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, 
yang diperoleh melalui pengamatan di lapangan, jawaban informasi kemudian 
dianalisa. Informan penelitian ini ada 5 orang pegawai di DPMPTSP Kota 
Pekanbaru dan 5 orang masyarakat. Penelitian ini menggunakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Perilaku Kerja PNS. Dan 
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 
Prestasi Kerja PNS tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil ini dilakukan 
dengan melihat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. Faktor 
penghambat dalam pelayanan perizinan yang terjadi di DPMPTSP Kota 
Pekanbaru maupun dari masyarakat. Dari hasil penelitian dilapangan dan 
kemudian di analisa sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja 
pegawai dilihat dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), ditinjau dari aspek 
kualitas, kuantitas, waktu dan biaya dikategorikan baik. Dilihat dari perilaku 
kerja pegawai, ditinjau dari aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, 
disiplin, kerjasama dan kepemipinan sudah dikategorikan baik. Namun masih 
terdapat beberapa faktor penghambat mulai dari masih ada beberapa pegawai 
yang belum memenuhi target kerja yang telah ditetapkan, serta berbagai 
kesalahan yang dilakukan masyarakat yang mempengaruhi keterlambatan 
penyelesaian perizinan. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Kinerja merupakan bagian yang sangat penting dan menarik karena 
terbukti sangat penting manfaatnya, suatu lembaga menginginkan karyawan untuk 
bekerja sungguh – sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk 
mencapai hasil kerja yang baik, tanpa adanya kinerja yang baik dari seluruh 
karyawan, maka keberhasilan dalam mencapai tujuan akan sulit tercapainya. 
Kinerja pada dasarnya mencakup sikap mental dan prilaku yang selalu 
mempunyai pandangan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan saat ini harus lebih 
berkualitas daripada pelaksanaan pekerjaan masa lalu, untuk saat yang akan 
datang lebih berkualitas lagi. Seorang pegawai atau karyawan akan merasa 
mempunyai kebanggan dan kepuasan tersendiri dengan prestasi dari yang dicapai 
berdasarkan kinerja yang diberikannya untuk suatu instansi. Kinerja yang baik 
merupakan keadaan yang diinginkan dalam dunia kerja. Seorang pegawai akan 
memperoleh prestasi kerja yang baik apabila kineranya sesuai dengan standar, 
baik kualitas maupun kuantitas. 
Manajemen publik merupakan sebuah kinerja kompleks dari aktornya 
yaitu pemerintah dan seluruh pegawainya untuk melayani publik dengan sebaik – 
baiknya dan publik merasa terpenuhi semua keinginannya dengan bagusnya 
kinerja atau pengaturan organisasi dari dalam organisasi publik itu sendiri. 




melainkan melayani konsumen yang berupa masyarakat sehingga harus 
memperhatikan manajemen semua aspek yang menjadi penunjang kinerja. 
Sumber daya manusia sebagai penentu dalam pengembangan dan 
pembangunan ekonomi nasional khusunya dalam suatu organisasi. Sebagaimana 
menurut Irfan Rama dkk (2020:490) keberhasilan suatu organisasi sangat 
bergantung pada peran manusia sebaga sumber daya yang potensial dan sumber 
kekuatan untuk menggerakan roda aktivitas organisasi. Kualitas sumber daya 
manusia ini sangat erat kaitannya dengan kinerja (Performance). Maka dari itu 
dalam organisasi dibutuhkannya pegawai yang dapat bekerja lebih bak dan cepat 
serta pegawai pegawai yang mempunyai kinerja, Mujibul dan Rudi (Satria Tahir, 
2013: 2). 
Sumber daya manusia merupakan aset utama bagi organisasi menjadi 
perencana dan pelaku aktif berbagai aktivitas dalam organisasi. Sumber daya 
manusia mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar pendidikan 
yang pola pikirnya dapat dibawa ke dalam suatu lingkungan organisasi. Sumber 
daya manusia bukanlah seperti uang, mesin, dan material yang sifatnyapositif dan 
dapat di atur sepenuhnya dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan atau 
instansi. Jadi keberhasilan suatu organisasi ditunjang dengan bila kinerja yang 
diberikan pegawai baik terhadap organisasi maka kinerja yang dihasilkan akan 
baik pula. Tercapainya tujuan organisasi juga tidak hanya tergantung pada 
teknologi, tetapi juga justru lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan 
pekerjaannya. Kemampuan memberikan hasil kerja yang baik untuk memenuhi 




Masalah kinerja tentu tidak terlepas dari hasil, proses, dan daya guna, 
dalam hal ini kinerja atau prestasi kerja menurut Mangkunegara (2004) kinerja 
karyawan adalah hasil kinera secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini terdapat hubungan antara kinerja 
peroranagn dengan kinerja organisasi, bila kinerja yang diberikan pegawai baik 
terhadap organisasi maka kinerja yang dihasilkan instansi akan baik pula. Lebih 
lanjut lagi Adi Siswanto (2020: 6) menyebutkan bahwa kinerja dalam organisasi 
merupakan jawaban dari berhasil tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
Bebricara mengenai kinerja berarti berbicara sejauh mana pegawai 
tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam arti kata pelaksanaan 
tersebut sesuai dengan rencana, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan untuk 
tercapainya kinerja pegawai dengan baik. 
Kinerja pegawai salah satunya dapat dilihat dari tingkat kedisiplinan 
pegawai. Kinerja adalah fungsi dan motivasi, kecakapan dan persepsi peranan 
(Stoner, 1989). Selain itu, Bernardin dan Russel (1993) menyatakan bahwa kinerja 
adalah pencapaian hasil – hasil yang diperoleh dari fungsi – fungsi pekerjaan atau 
kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Handoko (2001) mengemukakan 
bahwa kinerja adalah proses dimana organisasi mengevaluasi atau menilai perstasi 
kerja pegawai. Suntoro (Tika, 2006) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil 
kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi 
dalam rangka tercapainya tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 




tugas yang membentuk sebuah pekerjaan pegawai. Tika (2006) mendefinisikan 
kinerja sebagai hasil fungsi pekerjaan/kegiatan sesorang atau kelompok dalam 
suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan 
organisasi dalam periode waktu tertentu. 
Menurut Irvan Junianto dkk (Arif, 2007: 6) dalam organisasi publik suatu 
organisasi dapat dikatakan memiliki kinerja yang optimal apabila tigkat 
pencapaian tujuan organisasi semakin tinggi, dalam konteks oganisasi publik titik 
pengukuran kinerja berada pada tingkat kepuasan pelanggan dan hasil kerja yang 
dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. 
Berbicara mengenai kinerja berarti berbicara sejauh mana pegawai 
tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam arti kata pelaksanaan 
tersebut sesuai dengan rencana, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan untuk 
tercapainya kinerja pegawai dengan baik. Pada tingkat pelaksanaan tugas lebih 
menekankan kepada individu – individu yang melaksanakan proses pekerjaan, 
dengan demikian dibutuhkan penilaian kinerja. 
Penilaian kinerja menurut Irvan Junianto dkk, adalah suatu sistem formal 
untuk mengkaji/memeriksa dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang. 
Selanjutnya Anwar Prabu Mangkunegara, (2005: 10) mengemukakan bahwa 
penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan 
potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau 
penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek ataupun suatu barang. 




untuk memperbaiki efisien dan aktivitas kerja karyawan dalam melaksanakan 
pekerjaan dalam mencapai sasaran program kerja yang telah ditetapkan. 
Penilaian kinerja para pegawai dapat di ukur melalui Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) yang dimiliki masing – masing individu. Dimana setiap individu 
telah ditetapkan target kinerjanya masing – masing dalam SKP tersebut. Penilaian 
mengenai SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Sehingga 
perbandingan realisasi dengan target masing – masing pegawai sudah ada di 
dalam kertas SKP tersebut. Selain mengenai target dan realisasi, penilaian 
mengenai prilaku kerja pegawai seperti orientasi pelayanan, integritas, komitmen, 
disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan juga terdapat di dalam SKP. 
Seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yaitu : 
1. 91 – ke atas : Sangat Baik 
2. 76 – 90 : Baik 
3. 61 – 75 : Cukup 
4. 51 – 60 : Kurang 
5. 50 – ke bawah : Buruk 
Disiplin kerja yang diterapkan sebagai alat komunikasi sebagai yang 
dikemukakan Barata (Iskandar Zulkarnain, 2020: 29) bahwa disiplin kerja dalah 
alat yang digunakan untuk mengubah suatu perilaku serta upaya meningkatkan 
kesadaran seseorang menaati semua peraturan yang berlaku. Karena disiplin yang 
tertanam pada diri pegawai akan memberikan kesediaan mereka dalam mematuhi 




harus ditegakkan dalam instansi pemerintahan, tanpa adanya dukungan disiplin 
pegawai yang baik, sulit pemerintah untuk meujudkan tujuannya. 
Semakin baik disiplin yang dilakukan pegawai disuatu instansi makan 
semakin besar prestasi kerja yang dapat dihasilkan. Sebaliknya, tanpa disiplin 
yang baik, sulit bagi instansi mencapai hasil yang optimal. Joyce Sagita Novianti 
(Sedarmayanti, 2007: 15). 
Sedangkan fenomena kinerja pegawai di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagaimana 
berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa masih adanya ketidak tepatan waktu 
dalam penyelesaian tugas, seperti yang peneliti lihat dalam kepengurusan surat 
menyurat pengurusan izin, salah satunya yaitu pengurusan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB). Selain itu juga kualitas pegawai masih kurang baik, seperti 
terdapat beberapa pegawai yang tidak berada ditempatnya sedangkan masyarakat 
datang untuk keperluan pelayanan mereka masing-masing. 
Berdasarkan pengamatan dilapangan terkait kedisiplinan pegawai dalam 
bekerja dilihat masih adanya pegawai yang hadir lewat dari waktu yang telah 
ditetapkan, seharusnya jam masuk kantor adalah pukul 08:30 WIB pagi sudah 
harus berada ditempat tetapi masih ada yang hadir lewat dari jam masuk yang 
telah ditentukan. Dan juga, berdasarkan pengamatan masih adanya ketidak tepatan 
waktu dalam penyelesaian pembuatan surat IMB. Padahal dalam kepengurusan 
surat IMB membutuhkan waktu 14 hari waktu kerja dalam penyelesaiannya. 
Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Melisa Yanti selaku staf di 
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, yang 
mengatakan bahwa :  
“Memang kepengurusan IMB adalah permasalahan yang sering terjadi. 




sekitar 14 hari kerja. Terkadang juga dalam kepengurusan IMB ada 
terjadi beberapa kendala dan kendala itu yang membuat kepengurusan 
jadi terhambat dan menjadi membutuhkan penambahan waktu yang sudah 
ditetapkan.” (Wawancara pada tanggal 06 April 2021). 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kota Pekanbaru merupakan penyelenggara Pelayanan Satu Pintu (One Stop 
Service) untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Kota dalam Bidang 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal 
prinsip koordinasi, integritas, singkronisasi, simplikasi, keamaan dan kepastian. 
Adapun visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) kota Pekanbaru yakni : “Terwujudnya Pekanbaru Menjadi 
Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara 
Prima.” 
Tak hanya visi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) kota Pekanbaru juga memiliki misi, yakni : 
1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif 
2. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan 
3. Mewujudkan prinsip Good Governance dalam pelayanan perizinan dan non-
perizinan 
4. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan 
5. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan pananaman modal 
DPMPTSP Pekanbaru memiliki kedudukan serta tugas pokok yang menjadi 
acuan untuk bekerja, yakni :  




DPMPTSP merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman 
modal.  
2. Tugas Pokok  
Tugas DPMPTSP melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah 
Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu 
serta Penanaman Modal prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, 
simplikasi, keamanan dan kepastian.  
Di tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Pekanbaru bersinergi dengan 
Pemerintah Pusat mengadakan pelayanan publik terpadu melalui Mal 
Pelayanan Publik (MPP). Mal ini menyediakan layanan perizinan, maupun 
non-perizinan. Setiap warga yang memiliki keperluan untuk mengurus 
perizinan dapat mengunjungi Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru yang 
terletak di Jl. Cut Nyak Dien No.3, Jadirejo, Pekanbaru Kota, Riau 28121. 
Selain itu, kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu juga tidak sesuai dengan misi yang ada pada dinas, seperti : 
a. Kualitas pegawai masih kurang baik, seperti terdapat beberapa pegawai 
yang tidak berada ditempatnya sedangkan masyaraat datang untuk 
keperluan pelayanan mereka masing-masing. 
b. Adanya ketidak tepatan waktu dalam penyelesaian tugas, seperti yang 
peneliti lihat dalam kepengurusan surat menyurat pengurusan izin, Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu masyarakat mengeluh karena berkas 




Dengan demikian, maka peneliti membuat penelitian proposal ini dengan 
judul Analisis Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru (Studi pada Bagian Pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan) 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari permasalahan yang saya jelaskan di latar belakang masalah, maka 
dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu, bagaimana kinerja pegawai di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru?    
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Dalam hal ini, peneliti memuat tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui 
kinerja pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Pekanbaru.  
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Dalam hal manfaat ini, peneliti memuat manfaat penelitian yang dibuat, 
yakni: 
1.4.1 Manfaat Praktis  
Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini maka dapat 
bermanfaat bagi para pihak-pihak berkepentingan, yaitu :  
1. Bagi Pihak Kantor  
Bahwa dengan penelitian ini penulis berharap pihak kantor dapat 




kinerja pegawai semestinya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.  
2. Bagi Penulis  
Bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat 
menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tambahan mengenai kinerja 
pegawai beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 
Pekanbaru. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Bahwa dengan adanya penelitian ini peneliti selanjutnya dapat 
menjadikan penelitian ini sebagai dasar penelitian ilmiah untuk penelitian 
selanjutnya khususnya pada bidang permasalahan yang sama. 
1.4.2 Manfaat Akademis  
Adapun manfaat akademis dalam penelitian ini yaitu dengan 
adanya penelitian ini penulis berharap penelitian ini bisa menjadi 
bermanfaat bagi ilmu administrasi khususnya berkaitan dengan bagaimana 
kinerja pegawai semestinya pada dinas terutama menambah pengetahuan 
mengenai kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru. 
 
1.5 Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah memahami penulisan penelitian ini, maka penulis 




membagi dalam beberapa bab yang saling berhubungan antar bab satu dengan 
yang lainnya. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam penelitian ini, penulis mengawali penulisan dengan dimulai 
dari bab 1 yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Di dalam bab 2 ini, berisikan tentang landasan teori yang 
menyangkut referensi – referensi dan buku – buku dengan 
permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Lokasi 
dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan 
Data dan Metode Analisa Data. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Bab ini berisikan tentang kondisi Geografis, Jumlah, tingkat 
Pendidikan dan golongan pegawai, Struktur Organisasi, uraian tugas 
serta  gambaran umum wilayah. 
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan. 
BAB  VI : PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian yang menguraikan kesimpulan dari hasil 






2.1 Manajemen Publik 
Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam 
hubungannya dengan organisasi. Para pakar mendefinisikan manajemen dengan 
berbagai formulasi. Manurut Stoner mengatakan bahwa manajemen secara harfiah 
adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian 
uapaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi 
lainnya demi tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
Menurut Shafritz dan Russel manajemen adalah berkenaan dengan orang 
yang tanggungjawab menjalankan organisasi dan proses menjalankan organisasi 
itu sendiri, yaitu pemanfaatan sumber daya seperti orang dan mesin untuk 
mencapai tujuan organisasi. 
Donovan dan Jackson mendefinisikan manajemen sebagai proses yang 
dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai keterampilan (skill) dan 
sebagai rangkaian tugas. 
Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah 
sebuah ilmu, proses dan sistem yang mengubah sumber daya (manusia, mesin) 
dalam suatu ruang usaha yang berguna bagi kemanusiaan serta untuk mencapai 
tujuan organisasi melalui kerjasama dengan orang lain secara sistematis, efektif 
dan efisien. 
Secara etimologis “public” berasal dari kata dalam bahasa Yunani 




persppektif sosiologi dan psikologi istilah “Pubes” sering kali disebut dalam 
terma lain yakni “Puber”. Terma puber kemudian diinterprestasikan sebagai 
tahapan kehidupan sosial dalam masa transisi dimana yang mulanya berorientasi 
pada diri sendiri menjadi pemikiran orang lain diluar darinya. 
Dalam bahasa Yunani istilah public sering dipadankan pula dengan istilah 
komon atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata common yang bermakna 
hubungan antara individu. Oleh karena itu, public sering dikonsepsikan sebagai 
sebuah ruang yang berisi dengan aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk 
diatur atau intervensi oleh pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh 
tindakan bersama, dalam kajian secara praktis sering kali disebutkan istilah sektor 
publik dan sektor swasta. 
Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud engan publik adalah 
aktivtas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau intervensi oleh 
pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya tindakan bersama sebagai tahapan 
kehidupan sosial. 
Manajemen publik merupakan penelitian interdisipliner aspek generic 
organisasi merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan 
pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, 
keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik. 
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupaan 
sebuah kinerja kompleks dari aktornya yaitu pemerintah dan seluruh pegawainya 
untuk melayani publik dengan sebaik – baiknya dan publik merasa terpenuhi 




organisasi publik itu sendiri. Pengaturannya yang bukanlah murni untuk sekedar 
mencapai profit organisasi melainkan melayani konsumen yang berupa 
masyarakat sehingga harus memperhatikan manajemen semua aspek yang 
menjadi penunjang kinerja organisasi. 
2.2 Kinerja Pegawai 
Kinerja suatu institusi dapat dilihat dari hubungannya dengan institusi 
lainnya, fleksibilitasnya, adaptabilitasnya, pemecahan konflik dan lain-lain. 
Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan bahwa yang 
dimaksud dengan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 
tujuan, misi dan visi organisasi. 
Menurut Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Menurut Suntor, bahwa kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian berdasarkan 
definisi diatas penulis mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi kegiatan / 
pekerjaan seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi yang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi untuk 
mencapai tujuan dalam periode waktu tertentu. Selain itu menurut Hasibuan, 




tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan kecakapan, penglaman dan 
kesanggupan serta ketepatan waktu. 
Pengertian ini lebih rinci dan terarah, karena mengandung unsur 
keterampilan dan kemampuan dimana prestasi kerja atau kinerja menjadi hal yang 
sangat pokok dalam suatu organisasi. Dengan adanya prestasi kerja pegawa lebih 
termotivasi untuk bekerja lebih tekun, teliti dan hati-hati dalam menyelesaikan 
pekerjaan berdasarkan kecakapan pengalaman dan kesanggupan dengan tanpa 
waktu yang ditentukan. 
Menurut Hersey and Blanchard kinerja merupakan suatu fungsi dari 
motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang 
harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan 
ketrampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 
pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana 
mengerjakannya. 
Berbeda dengan Hasibuan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan 
kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, 
pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
Timpe dalam Hamzah B. Uno (2012:127) menegaskan bahwa ada enam 
faktor eksternal yang menentukan tingkat kinerja seorang karyawan, yaitu 




dan administrasi pengupahan. Timpe menjelaskan bahwa lingkungan yang 
menyenangkan begitu penting untuk mendorong tingkat kinerja karyawan yang 
paling produktif. Perilaku manajemen menggambarkan interaksi seseorang dalam 
organisasi yang berpengaruh pada tingkat kinerja. Sedangkan desain jabatan yaitu 
terkait definisi-definisi tugas yang diemban oleh seseorang.Mengenai penilaian 
kinerja, Timpe menjelaskan bahwa penilaian kinerja merupakan metode 
mengevaluasi dan menghargai kinerja yang digunakan untuk menentukan kinerja 
yang ampuh, sehingga dalam penilaian kinerja yang efektif melibatkan 
komunikasi dua arah untuk saling umpan balik yang membangun dan akhirnya 
meningkatkan kontribusi karyawan. Dan administrasi pengupahan yaitu bahwa 
kinerja yang baik akan berimplikasi pada pemberian upah yang layak. 
Penilaian kinerja sendiri sangat berarti untuk mengetahui kondisi pegawai. 
Menurut Dessler, terdapat tiga langkah dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu 
mendefinisikan pekerjaan, menilai kinerja, dan memberikan umpan-balik. 
Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dan juga Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa 
penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis 
untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu, 
juga untuk menentukan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggapan yang 
lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan 
dalah hal promosi jabatan dan penentuan imbalan. Tujuan dari penilaian perstasi 




Menurut Hasibuan pegawai adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada perusahaan dan memperoleh balas 
jasa yang sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut Widjaja, A mengatakan 
bahwa pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmani maupun rohani 
(mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan oleh karena itu menjadi salah 
satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu 
(organisasi). 
Selanjutnya pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu 
badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam badan-
badan usaha. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pegawai 
merupakan orang-orang yang bekerja  pada satu lembaga (kantor, perusahaan) 
dengan mendapatkan gaji (upah). 
Menurut Musnaf pegawai sebagai pekerja atau worker, mereka yang 
secara langsung digerakkan oleh seorang atasan untuk bertindak sebagai 
pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-
karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. 
Menurut Suharno pegawai adalah seorang yang ditugaskan sebagai pekerja 
dari sebuah perusahaan untuk melakukan operasional perusahaan dia bekerja 
untuk digaji dan sebagai penggerak utama dari setiap organisasi, tanpa mereka 
organisasi dan sumber daya lainnya tidak akan pernah menjadi sesuatu yang 
berarti, hal-hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja, 




Berdasarkan uraian di atas, pegawai merupakan modal pokok dalam suatu 
organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan 
bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil 
atau tidak organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang 
memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. 
Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan 
tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta 
akan mendapatkan imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah 
dikerjakan. Serta sangat berpengaruh terhadap kualitas, disiplin, serta loyalitas 
kerja pada pegawai. 
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja pegawai, maka perlu ada 
pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk penilaian atas 
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai 
dengan visi dan misi organisasi.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 
2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai yang terdiri dari dua kriteria 
penilaian yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prilaku Kerja Pegawai 
2.2.1 Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 
2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil pada pasal 1 
ayat 4 yang dimaksud dengan sasaran kerja pegawai yang selanjutnya 
disingkat dengan SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai 




yang mana dibuat setiap awal tahun anggaran yang didalamnya memuat 
kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 
yang bersifat nyata dan dapat di ukur. Penilaian SKP sebagaimana yang 
dimaksud pada pasal 7 ayat 1 memilputi aspek : 
a. Kuantitas 
Kuantitas adalah jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai 
b. Kualitas 
Kualitas adalah tingkat sejauh mana proses atau pelaksanaan kegiatan 
mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 
c. Waktu, dan 
Waktu dalah lamanya ukuran setiap proses kerja yang dicapai. 
d. Biaya 
Biaya adalah besaran jumlah anggaranyang digunakan setiap hasil 
kerja. 
2.2.2 Norma yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) 
  Bahwasanya program Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ini adalah 
mengikat ataupun wajib bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada 
penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ini, seorang Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) harus menyesuaikan dengan rencana kerja tahunan instansi 
dan mengacu kepada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atasan langsung. 
Berikut ini merupakan beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam 




1. Jelas, yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas.  
2. Dapat diukur, yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara 
kuantitatif dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan 
lain-lain. Kegiatan juga harus dapat diukur secara kualitatif seperti 
hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan,  dan pelayanan kepada 
masyarakat memuaskan, dan lain-lain.  
3. Relevan, yaitu kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup 
tugas jabatan masing-masing.  
4. Dapat dicapai : kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan 
kemampuan PNS.   
5. Memiliki target waktu : kegiatan dilakukan harus sesuai waktunya.  
Selanjutnya Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah disusun 
oleh PNS maka harus disetujui dan disahkan oleh atasan yang berlaku 
sebagai pejabat penilai.  
2.2.3 Unsur-Unsur Sasaran Kinerja Pegawai 
  Dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) terdapat beberapa 
unsur yang harus diperhatikan sebagai berikut :   
1. Kegiatan tugas jabatan   
Mengacu pada penetapan kinerja atau rencana kerja tahunan. 
Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan 
dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai dengan jabatan 





2. Jabatan fungsional   
Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai 
butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional 
dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan 
jumlah angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu maka pejabat 
fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan 
dicapai dalam satu tahun.   
3. Target  
Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan 
target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi 
kerja. Penyusunan target SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas 
kualitas, dan waktu sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis 
kegiatan masing-masing unit kerja. Apabila kegiatan tugas jabatan 
tersebut dibiayai atau dianggarkan, maka dapat disertai aspek biaya 
dalam penyusunan SKP. Dalam menetapkan target meliputi aspek 
seperti berikut :   
a. Kuantitas (target output). Dalam menentukan target output (TO) 
dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, 
laporan, dan lain-lain.   
b. Kualitas (target kualitas). Dalam menetapkan target kualitas (TK) 
harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, pada target 
kualitas ini diberikan nilai paling maksimal dengan angka 100 




c. Waktu (target waktu). Dalam menetapkan target waktu (TW) harus 
memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, tribulanan, 
kwartal, semester, dan tahunan.   
d. Biaya (target biaya). Dalam menetapkan target biaya (TB) harus 
memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya 
jutaan, ratusan juta, milyaran, dan lain-lain.  
2.2.4 Perilaku Kerja 
Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 
2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai pada pasal 1 ayat 6 yang 
dimaksud dengan perilaku kerja adalah tingkah laku, sikap atau tindakan 
yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang – undangan. 
Penilaian perilaku kerja sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat 1 
meliputi aspek : 
a. Orientasi Pelayanan 
Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja pegawai dalam 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada yang dilayani antara lain 
masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait instnasi lain. 
b. Integritas 
Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai 





Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan 
sikap dan tindak pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi dari 
pada kepentingan diri snediri, seseorang dan atau golongan. 
d. Disiplin 
Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditentukan didalam peraturan perundang – 
undangan atau pertauran organisasi yang apabila tidak di taati atau di 
langgar dijatuhi hukuman disiplin. 
e. Kerjasama, dan 
Kemampuan pegawai dalam bekerjasama dengan rekan kerja, instansi 
terkait, bawahan sesuai dengan tanggungjawab dan wewenang yang 
diberikan untuk menghasilkan kinerja yang berdaya guna dan berhasil 
guna bagi organisasi. 
f. Kepemimpinan  
Kepemimpinan ini diperuntukkan bagi pejawab struktural. 
Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kemauan atasan dalam 
memberikan motivasi dan arahan kepada pegawai atau bawahan dalam 
bekerja. Agar terwujudnya tujuan organisasi. 
2.3 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kinerja 
Setiap organisasi mempunyai tujuan, salah satu sarana organisasi untuk 
mencapai suatu tujuan adalah para pegawai dalam melaksanakan tugas – tugas 




masing dalam organisasi. Sebuah organisasi instansi pemerintah merupakan 
sebuah lembaga yang menjalankan roda pemerintah dan melaksanakan 
pembangunan sumber daya yang memiliki kinerja yang baik. 
Pendapat lain tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja, antara 
lain dikemukakan Amstron dan Baron (dalam Wibowo, 2010: 10) yaitu : 
a. Personal factor, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang 
dimiliki, motivasi dan komitmen individu. 
b. Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan dan 
dorongan yang dilakukan manager dan team leader. 
c. Team factor, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan rekan 
sekerja. 
d. Sistem factor, ditunjukkan oleh adanya sistem dan fasilitas yang diberikan 
organisasi. 
e. Contextual/situasional factor, ditunjukkan oleh tingginya tingkat terkanan dan 
perubahan lingkungan internal eksternal. 
Selanjutnya menurut Simamora (1995:60) yang dikutip oleh Mangkunegara 
(2005:14) performance atau kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni : 
1. Faktor Individual, faktor ini terdiri dari kemampuan, keahlian, latar belakang 
dan demografi. 
2. Faktor Psikologis, faktor ini terdiri dari persepsi, attitude, personality, 
pembelajran dan motivasi. 
3. Faktor Organisasi, faktor ini terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, 




Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Prwairosentono (1999) 
sebagai berikut : 
a. Efektivitas dan Efisiensi 
Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya 
kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi blah al itu memuaskan sebagai 
pendorong mencapai tujuan. 
b. Otoritas dan Tanggungjawab 
Wewenang dan tanggungjawab setiap orang dalam suatu organisasi akan 
mendukung kinerja pegawai tersebut. Kinerja pegawai akan dapat terwujud 
bila pegawai mempunyai komitmen dengan organisasinya dan di tunjang 
dengan disiplin kerja yang tinggi. 
c. Disiplin 
Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri 
pegawai terhadap perjanjian yang dibuat antara organisasi dan pegawai. 
d. Inisiatif 
Inisiatif berkaitan dengan daya fikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk 
merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. 
2.4 Pandangan Islam Terhadap Kinerja 
Dalam pandangan Islam kerja sesunggihnya sebagai bentuk implementasi 
dari penciptaannya dibumi sebagai khalifah Fil Ardhi yang mana sebagai seorang 
manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. 
Sebagaimana kinerja dalam Islam sebagai satu kesatuan yang tidak dapat 




materi didunia tapi juga mencari pahala untuk di akhirat nanti. Niat ini akan 
berkorelasi dengan usaha yang dilakukan oleh seorang individu. Ketika niat 
bekerja adalah amal ibadah maka didalamnya sudah terkandung dua tujuan yaitu 
memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani atau kebutuhan materil dan 
non materil. Dengan demikian, karena tujuan bekerja tidak semata – mata untuk 
mencari kelimpahan materi maka effort yang dikeluarkan tidak hanya dalam 
bentuk kekuatan fisik tetapi juga kekuatan non fisik (Do‟a). dengan demikian 
output dari kinerja adalah sikap kerja yang terbingkai dengan tawakal. 
Dengan berpegang pada konsepsi teks Al-Qur‟an dan Hadist, dapat 
ditegaskan bahwa pemerintah untuk bekerja merupakan kewajiban umat Islam. 
Islam memberi perhatian yang sangat serius terhadap bekerja karena Islam sangat 
menghargai manusia yang bekerja dengan amanah, jujur, disiplin dalam 
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya seperti Firman Allah SWT, berikut : 
                       
                      
 
Artinya  : “Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang – orang mukmin, dan 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib 
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.” (QS. At-Taubah 9: Ayat 105) 
  
 Kemudian didalam sebuah hadist Rasulullah juga telah membahas 
mengenai kinerja, seperti dalah hadist berikut ini : 





Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sanagt senang jika 
alah seorang di antara kamu mengerjakan suatu pekerjaan yang dilakukannya 
dengan itqan (terarah, jelas dan bersungguh – sungguh.)” (HR. Muslim) 
 Dengan bekerja, artinya manusia telah menjalankan salah satu fungsi ke 
Khalifahannya di muka bumi dan jelas bahwa apapun yang kita lakukan akan 
selalu mendapat pengawasan dan balasan dari Allah. Allah akan memberikan 
balasan terhadap apa yang diperbuat umatnya. Begitu juga dengan kinerja, apabila 
suatu pekerjaan dilakukan dengan sungguh – sungguh maka akan mendapatkan 
hasil yang baik pula. 
 
2.5 Penelitian Terdahulu 
 Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai 
dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran 
penelitian. Selain itu, untuk mengetahui perbedaan dari beberapa penelitian 
yang ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan 
dilaksanakan. 
Tabel 2.1 
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2.6 Definisi Konsep 
Definisi konsep merupakan penjelasan pribadi yang dibuat oleh peneliti 
untuk membatasi batasan permasalahan terhadap suatu masalah yang ditelitinya 
sehingga diperoleh gambaran jelas, mengenai penelitian yang dilakukan. 
Berdasarkan judul yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini. 
Berdasarkan pedoman Peraturan Pemrintah No. 46 Tahun 2011 tentang 
penilaian prestasi kerja pegawai yang terdiri dari dua kriteria yaitu Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai. 
1. Sasaran Kerja Pegawai  
 Kuantitas adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh pegawai dalam satu 
periode tertentu. Hal ini bisa dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja 
penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan 
tanggungjawabnya. 
 Kualitas adalah tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan 




 Waktu adalah ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai. 
Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai memiliki standar waktu 
yang telah ditentukan. 
 Efektivitas biaya disini mengenai tingkatan dimana penggunaan sumber 
dana organisasi yang mana didalamnya menyangkut penggunaan keuangan 
dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang tertinggi atau pengurangan 
kerugian dari tiap unit. 
2. Perilaku Kerja  
 Orientasi pelayanan adalah sikap dan prilaku kerja PNS dalam 
memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi 
masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain. 
 Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma 
dan etika dalam organisasi. Integritas berarti kita melakukan apa yang kita 
lakukan karena hal tersebut benar atau sesuai dengan tata karma. 
 Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap 
dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan 
mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, 
seseorang dan atau golongan. 
 Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 
dilanggar  dijatuhi hukuman disiplin. 
 Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerjasama 




lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggungjawab yang ditentukan, 
sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar – besarnya.   
 Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan individu untuk 
memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan 
dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. 
 
2.7 Variabel/Indikator Penelitian 
Sugiyono (2014:38) menyatakan bahwa variable adalah suatu atribut atau 
sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajarai dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada teori 
kinerja pegawai yaitu menganalisa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Prilaku 
Kerja Pegawai. Untuk mengukur kinerja pegawai, adapun yang menjadi variable 
dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis Kinerja Pegawai di Dinas 





Variabel Indikator Sub indicator 
Kinerja Pegawai di Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) Kota 
Pekanbaru 





 Biaya   
b. Perilaku Kerja 
Pegawai 





 Komitmen  
 Disiplin 
 Kerjasama 
 Kepemimpinan  
Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 





2.8 Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi 
















Kinerja Pegawai yang baik dan berkualitas 
Perilaku Kerja  











3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 
deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif 
merupakan jenis penelitian yang menganalisa data dengan cara mendeskripsikan 
atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum generalisasi. (Sugiyono, 
2008:147) 
Penelitian deksriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan 
dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi dan hubungan yang ada, 
pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat dan efek 
yang terjadi, tentang kecendrungan yang sedang berlangsung.   
Dengan mengetahui paparan ini maka diharapkan peneliti dapat 
menganalisis data dan memecahkan suatu masalah secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan atau 
menganalisis tentang Analisis kinerja pegawai di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. 
 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Peneliti mengambil lokasi penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan 




Juni s/d Agustus 2021. Alasan memilihnya lokasi penelitian di dinas tersebut ialah 
melihat bahwa masih adanya kinerja pegawai pada dinas tersebut yang tidak 
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.  
Selain itu, alasan memilihnya lokasi penelitian pada dinas tersebut ialah 
peneliti pernah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada dinas tersebut, 
sehingga peneliti melihat secara langsung mengenai permasalahan-permasalahan 
yang terjadi pada dinas tersebut. 
Sebagaimana berdasarkan kenyataan dilapangan atau fenomena yang 
peneliti lihat, bahwa masih adanya ketidak tepatan waktu dalam penyelesaian 
tugas, seperti yang peneliti lihat dalam kepengurusan IMB. Selain itu juga kualitas 
pegawai masih kurang baik, seperti terdapat beberapa pegawai yang tidak berada 
ditempatnya sedangkan masyarakat datang untuk keperluan pelayanan masing – 
masing. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 Jenis Data 
Ada dua jenis data yaitu : 
1. Data Kualitatif, merupakan data yang berbentuk kata-kata atau 
data non numerik. Data kualitatif diperoleh dari berbagai macam 
teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, 
catatan lapangan, data observasi, dll. Bentuk lain data kualitatif 
yaitu gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman 
video. Data kualitatif yang digunakan adalah data, gambar dan 




dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru 
seperti sejarah berdirinya instansi, visi dan misi, struktur 
organisasi, deskripsi tugas dan data lainnyayang dapat mendukung 
penelitian ini. 
2. Data Kuantitatif, adalah data yang berbentuk angka atau bilangan 
atau numerik. Data kuantitatif dengan diperoleh dengan diolah atau 
di analisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau 
statiska. 
3.3.2 Sumber Data 
Menurut Sugiyono (2006), pengumpulan data dapat menggunakan 
sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber 
data yang langsung memberikan kepada pengumpulan data. Sedangkan 
sumber sekunder merupakan sumber yang tidak lagsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya dari orang lain atau melalui 
dokumen. Jadi, ada dua sumber data yaitu : 
1. Data Primer, menurut Iskandar (2008: 252) data primer data yang 
diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan 
langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan responden 
tentang pendapatnya yang berkaitan dengan penerapan standar 
operasional prosedur Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal 




2. Data Sekunder, menurut Iskandar (2008: 253) adalah data yang 
diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat 
studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, 
resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan 
lainnya yang memiliki referensi dengan fokus permasalahan 
penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 
literature buku-buku dan jurnal, data dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan pegawai, media internet dan data yang 
dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia serta data-data yang 
lain menurut dapat penulis dapat melengkapi penelitian ini. 
Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber penelitian yang 
berasal dari responden yaitu wawancara langsung, yaitu peneliti melakukan 
wawancara kepada informan untuk mendapatkan hasil penelitian ini.  
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun 
data sekunder, dipergunakan beberapa teknik yaitu : 
1. Observasi  
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala 
yang diteliti. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 
mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 
kegiatan yang sedang berlangsung (Sudaryono, 2019: 226). Teknik ini 
dilakukan dengan cara datang, melakukan pendekatan, dan pengamatan 




sekunder dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Pekanbaru. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 
untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Sudaryono, 2019: 
222). Dalam penelitian inipenulis akan melakukan tanya jawab kepada 
pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara 
terstruktur terhadap narasumber yaitu menggunakan berupa panduan 
pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan untuk 
memperoleh data mengenai Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 
tempat penelitan, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 
laporan kegiatan, foto-foto doumenter, data yang relevan penelitian 
(Sudaryono, 2019: 229). Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data 
dari buku-buku yang relevan, dokumen pemerintah, peraturan-peraturan 
dan data yang relevan. 
 
3.5 Informan Penelitian 
Informan Penelitian adalah subjek yang memberikan informasi berupa 
data-data mengenai permasalahan yang akan hendak dteliti. Dalam penelitian 
ini pemilihan subjek penelitian yang dianggap sebagai key informan dilakukan 




dalam penelitian kualitatif (Suharsimi Arikunto, 2010: 23). Menurut Sugiyono 
(2010: 85) teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel 
sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, 
misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang bagaimana Kinerja 
Pegawai dalam pengurusan pelayanan dan penilaian kinerja pegawai di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 
Pekanbaru. Sedangkan key informan yaitu subjek yang mengetahui dan yang 
dianggap mampu dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Subjek 
dalam penelitian yang dipilih harus memenuhi kriteria tentang objek 
penelitian. Sehingga peneliti akan mendapatinformasi yang berguna untuk 
penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai langsung kepada 
beberapa informan pada bidang-bidang tertentu di DPMPTSP Kota 
Pekanbaru. Adapun yang dijadikan sebagai key informan, yaitu sebagai 
berikut : 
Tabel 3.1 Informan Penelitian 
No. Informan Penelitian Jumlah 
1.  Kasubag Umum 1 
2.  Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan A 
1 
3.  Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 1 
4.  Pegawai / staf yang bersangkutan 2 
5.  Masyarakat  5 
Jumlah  10 
  
3.6 Teknik Analisa Data 
Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 




tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 
jawaban yang di wawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, 
maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, 
diperoleh dan dianggap kedibel (Sugiyon 2010: 91). Menurut Miles dan 
Hubernem dalam Ulber Silalahi (2009: 339), kegiatan analisis terdiri dari tiga 
alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data 
metode deskriptif yaitu metode menganalisis data atau informasi yang telah 
terkumpul untuk mengetahui hasil penelitian tentang Kinerja Pegawai di 
DPMPTSP Kota Pekanbaru. 
1. Reduksi Data 
Mereduksi berarti merangkup. Memilih hal-hal pokok dan penting 
kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2010: 247). Reduksi data 
dapat diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 




dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak 
disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat 
menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Pada penelitian ini, peneliti 
berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait Kinerja Pegawai di 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kota Pekanbaru. Semua data yang telah disajikan didalam penelitian ini 
diperoleh sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan dilapangan. 
3. Menarik Kesimpulan 
Tahap akhir dari analisa data adalah penarikan kesimpulan setelah 
semua data dan nformasi telah didapatkan kemudian disajikan didalam 
penelitian ini. Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan dengan melihat 
reduksi dan tetap mengacu pada perumusan masalah dan tujuan yang 
hendak dicapai. Data yang telah didapatkan kemudian disusun 
dhubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lain sehingga 
kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap 









BAB IV  
GAMBARAN UMUM 
 
4.1 Sejarah Kota Pekanbaru 
Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau dahulunya dikenal 
dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku 
disebut Batin.Seiring dengan berjalannya waktu, kota ini terus tumbuh dan 
berkembang menjadi Dusun Payung Sekaki di sekitar muara Sungai Siak. Pada 
tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan 
Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi 
hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap 
beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di 
Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. 
Mengingat kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka 
Senapelan menjadi tempat pemberhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya 
pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi 
ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai 
komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari 
pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, 
barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. 
Payung Sekaki atau Senapelan terus berkembang, sehingga memegang 
peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis 




memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman 
Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan 
darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke 
Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan 
yang cukup penting. 
Perkembangan Senapelan juga sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri 
Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, 
beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut 
terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif 
membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian 
usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali 
yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dimana lokasi 
pasar akhirnya bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Berdasarkan 
catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih 
popular disebut Pekanbaru ini resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa 
tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali 
Abdul Jalil Muazamsyahdibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian 
ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. 
Diakibatkan keadaan yang semakin tua dan sakit sakitan, akhirnya Sultan 
Muhammad Ali mangkat pada tahun 1791 M di Pekanbaru dan dimakamkan di 
samping Mesjid Raya Pekanbaru. Akhirnya penguasaan Senapelan selanjutnya 
diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu 




hal ini mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. 
Dimana Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan 
jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. 
Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru 
selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut: 
1. SK Kerajaan BesluitvanHerInlancheZelfBestuurvan Siak No.1 tanggal 19 
Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang 
disebut District. 
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh 
seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru. 
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur 
Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco. 
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 
Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b. 
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 
Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai 
kota kecil. 
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 
8. Kepmendagri No. Desember 52 / I / 44-25 tanggal 20 Januari 1959 
Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau. 




10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 
berubah menjadi Kota. 
1. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau 
Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No.103 tanggal 
17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut 
Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada 
tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri 
RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya 
Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota provinsi 
hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah 
mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. 
Sekr. 15/15/6. 
Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh 
pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat 
meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan 
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 
September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan 
Ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau. 
Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar 
pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa 
Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, 
maka diambillah ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota 
Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam 




dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota 
Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah 
Tingkat II Pekanbaru. 
Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk 
Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang 
ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana 
di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa 
Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution. 
Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama 
mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat 
menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke 
Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus 
dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres 
No. 6/1959 sekaligus direalisasi. 
Gubernur Provinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol 
Kaharuddin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru 
tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang 
representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara. 
2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru 
Visi Misi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 
Tahun 2011, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat 
Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, 




Sesuai dengan visi dan misi Kota Pekanbaru yang tercantum dal 
RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, maka menetapkan visi Kepala 
Daerah Kota Pekanbatu yaitu: 
 “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani.” 
Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota 
Pekanbaru Tahun 2017-2022 sebagai berikut: 
Pertama :  Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang beriman, bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi yang 
tinggi seeta menguasai teknologi, mandiri dan tangguh serta mampu berdaya 
saing di tingkat lokal, nasional dan internasional. 
Kedua :  Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani, yaitu 
masyarakat yang disiplin, taat hukum, toleran, bersih memiliki semangat dan 
jiwa gotong royong dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu, 
bermartabat, bermarwah, berkeadilan serta hidup rukun dan damai. 
Ketiga :  Mewujudkan Pekanbaru kota cerdas, melalui kreatifitas 
dan inovaai dengan dukungan teknologi dan infrastruktur dasar sebaik 
mungkin, yaitu jalan, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunilask (jalita) 
yang sesuai dengan kebutuhan kota, dalam rangka meningkatkan kesejateraan 
masyarakat kota serta kualitas pelayanan yang cepat dan tepat. 
Keempat : Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasiskan 
ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan 




Kelima :  Mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, 
asri, aman, nyaman dan damai, melalui pendekatan pembangunan yang ramah 
lingkungan dan berkelanjutan. 
3. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 
Hasil dari Sensus Penduduk 2020 jika dibandingkan dengan Sensus 
Penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk Kota 
Pekanbaru sebanyak 85.589 jiwa atau rata-rata sebanyak 8.558 jiwa setiap 
tahun dalam  kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju 
pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru sebesar 0,89 persen rata-rata per 
tahun. Namun terjadi perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3.60 
persen jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada 
periode 2000-2010 yang sebesar 4.49 persen. 
Perlambatan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru disebabkan 
berbagai fenomena yang ada selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Salah 
satunya yaitu pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru terlihat menurun dari 
tahun 2012 sampai tahun 2020 dari hampir seluruh sektor lapangan serta 
akibat Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. 
 
4.2 Kondisi Geografis  
1. Letak dan Luas 
Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' 
- 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 
meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan 




No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, terdiri dari 8 wilayah 
kecamatan dari 5 kecamatan yang ada sebelumnya, dengan luas wilayah 
446,5 Km², setelah diadakan pengukuran dan pematokan oleh Badan 
Pertanahan Nasional Riau, luas Kota Pekanbaru selanjutnya di verifikasi 
menjadi 632,26 Km².  
Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatntya 
kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkat pula 
tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas 
perkotaan serta kebutuhan lainnya. Bergulirnya otonomi daerah pada tahun 
2000 dan untuk terciptanya tertib pemerintahan serta pembinaan pada wilayah 
yang cukup luas ini, maka dibentuklah Kecamatan baru yang ditetapkan 
berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 sehingga menjadi 12 
kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 
2016 menjadi 83 Kelurahan. 
2. Batas 
Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota: 
a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 
c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 
d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 
3. Sungai 
Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 




Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan 
dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas 
perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. 
4. Iklim 
Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara 
maksimum berkisar antara 34,1º C - 35,6º C dan suhu minimum antara 20,2º 
C - 23,0º C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan 
musim berkisar: 
a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d 
Desember. 
b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus 
c. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum 
antara 46% - 62%. 
5. Jarak Ibukota 
Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai 
jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Provinsi lainnya sebagai 
berikut: 
Talukkuantan = 118 km 
Rengat = 159 km 
Tembilahan = 21.3,5 km 
Bangkinang = 51 km 
Pasir pengarain = 132,5 km 




Bagan = 192, 5 km 
Dumai = 125 km 
 
4.2  Singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru 
Dimulai dari Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 
1999 sesuai Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru 
Nomor 135 Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Organisasi dan 
Tatalaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekanbaru. Kemudian pada 01 April 2005 menjadi Kantor Pelayanan Terpadu 
(KPT) berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 30 Tahun 2005 tentang 
Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang saat itu masih 
merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap. 
Berlanjut di tahun 2008 sesuai Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 
di bentuklah Badan Pelayanan Terpadu yang merupakan SKPD penyelenggara 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) yang efektif berjalan pada 
tanggal 5 Januari 2009. KemudiansesuaiPerda No. 10 Tahun 2013 
tentangPerubahanatasPeraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 
tentangPembentukanSusunanOrganisasi, 
KedudukandanTugasPokokLembagaTeknis Daerah, makapadaJanuari 2014 
resmimenjadiBadanPelayananTerpadudanPenanaman Modal (BPTPM).  
Akhirnyapadatahun 2017 BerdasarkanPeraturan Daerah Kota 
PekanbaruNomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat 




2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru maka 
BPTPM resmi menjadi DPMPTSP. 
a. Visi  
Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Prima. 
b. Misi 
1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif 
2. Melakukan penataan dan penyempurnaan system dan prosedur pelayanan 
3. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan 
4. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal 
5. Mewujudkan prinsip GoodGovernancedalam pelayanan perizinan dan non 
perizinan 
c. Kedudukan dan Tugas Pokok 
Kedudukan DPMPTSP merupakan pendukung tugas Walikota dalam 
Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta 
Penanaman modal. Tugas pokok tugas DPMPTSP melaksanakan sebagian 
Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. 
d. Jenis Pelayanan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Di Kota Pekanbaru 
Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 01 tahun 2020 tentang 




Wewenang Perizinan Dan Non-Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terrpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru terdapat 88 dengan 
waktu penyelesaian yang berbeda-beda dan berkordinasi dengan organisasi 
perangkat daerah lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
e. Jumlah Pegawai Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Pekanbaru  
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kota 
Pekanbaru didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 200 (Dua Ratus) 
orang, terdiri dari:  
a. Pejabat Struktural  : 33 orang  
b. Pelaksana (ASN)   : 41 orang  
c. Tenaga Harian Lepas  : 126 orang  
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas 
(THL) pada DPMPTSP Kota Pekanbaru Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Jumlah Pegawai berstatus PNS di DPMPTSP Berdasarkan  









No. Tingkat Pendidikan Jumlah Ket. 
1. Pasca Sarjana (S2) 12 Orang  
2. Sarjana (S1) 45 Orang  
3. Diploma 3 (D3) 3 Orang  
4. SLTA 14 Orang  





Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di DPMPTSP  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 
 
Selanjutnya klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 
berdasarkan Eselon adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Jumlah ASN Pada DPMPTSP Kota Pekanbaru  
Berdasarkan EseloneringTahun 2020 
 
Sedangkan jumlah ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru berdasarkan Golongan adalah sebagai 
berikut:  
Tabel 4.4 
Jumlah ASN Pada DPMPTSP Kota Pekanbaru  
Berdasarkan Golongan Tahun 2020 









1.  Sarjana (S1)  46 Orang   
2.  Diploma 3 (D3)  5 Orang   
3.  SLTA  75 Orang   
 Jumlah  126 Orang   
No. Eselon Jumlah Ket. 
1. Iia 1 Orang  
2. IIIa 1 Orang  
3. III b 7 Orang  
4. Iva 24 Orang  
 Jumlah 33 Orang  
No. Golongan Jumlah Ket. 
1. IV 11 Orang  
2. III 50 Orang  
3. II 13 Orang  
















Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja Pegawai di 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kota Pekanbaru, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilihat dari beberapa aspek penilaian 
SKP secara umum dapat dikategorikan baik. Dilihat berdasarkan hasil 
pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan secara menyeluruh dapat 
terealisasikan sesuai dengan yang ditargetkan. 
2. Penilaian prilaku kerja pegawai negeri sipil, dilihat dari beberapa aspek 
rilaku kerja dapat dikategorikan sudah baik. Dimana dilihat dari prilaku 
pegawai yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Dengan 
pencapaian pelayanan dari masing – masing pegawai , maka hal ini 
menunjukkan bahwa pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mampu menyelaraskan 
antara kapabilitas unit organisasi dengan kebutuhan pelanggan dalam hal 
ini masyarakat yang dilayani, sehingga diharapkan mampu memberikan 
pelayanan yang benar – benar memperhatikan kebutuhan masyarakat 








Adapun saran – saran yang dapat peneliti berikan agar menjadi 
masukan terkait dengan analisis kinerja pegawai di Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, yaitu : 
1. Dapat mengoptimalkan kinerja pegawai dengan peraturan yang dibuat oleh 
atasan guna memberpbaiki kinerja pegawai seperti yang ada pada Sasaran 
Kerja Pegawai (SKP) 
2. Meningkatkan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas 
pelayanan agar pegawai dan masyarakat lebih nyaman dan pengurusan pun 
jadi cepat terselesaikan. 
3. Tingkat keramahan pegawai terhadap masyarakat agar masyarakat lebih 
nyaman untuk bertanya hal yang mereka tidak ketahui. Ini merupakan 
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ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU 
Daftar pertanyaan wawancara peneliti dengan pegawai DPMPTSP Kota 
Pekanbaru, sebagai berikut : 
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
A. Aspek Kuantitas 
 Apakah beban kerja yang telah diberikan pada masing – masing pegawai 
dapat terselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan? 
 Apakah pekerjaan yang dihasilkan oleh para pegawai sesuai dengan target 
yang telah ditetapkan? 
B. Aspek Kualitas 
 Menurut Bapak/Ibu bagaimana kualitas pelayanan yang sudah diberikan 
oleh pegawai untuk masyarakat? 
C. Aspek Waktu 
 Apakah para pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu 
yang telah ditetapkan? 
 Berapa lama kah waktu yang diperlukan dalam kepengurusan pelayanan? 
 Apakah ada kendala dalam kepengurusan pelayanan penerbitan SK Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB)? 
 Untuk kepenguruan IMB membutuhkan biasanya waktu berapa lama? Dan 
apa penyebab permasalahan itu terjadi dalam kepengurusan IMB tersebut? 
 
 
D. Aspek Biaya 
 Apakah anggaran biaya yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan 
kebutuhan operasional di DPMPTSP ini? 
Perilaku Kerja 
A. Orientasi pelayanan 
 Menurut Bapak/Ibu apakah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat sudah melakukannya dengan maksimal? 
 Menurut Bapak/Ibu apakah para pegawai di DPMPTSP sudah memberikan 
pelayanan dengan baik? 
 Menurut Bapak/Ibu apakah para pegawai di DPMPTSP sudah memiliki 
tata krama yang baik dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat? 
B. Integritas 
 Apakah para pegawai di DPMPTSP sudah memiliki integritas yang baik? 
C. Komitmen 
 Apakah setiap pegawai sudah memiliki komitmen dalam menjalankan 
tugasnya? 
 Menurut Bapak/Ibu mengenai komitmen adakah para pegawai memihak 
pada golongan tertentu dalam melaksanakan pelayanan kepada 
masyarakat? 
D. Disiplin 






 Apakah para pegawai di DPMPTSP sudah melakukan kerjasama yang 
baik antar sesama rekan kerja dan atasan? 
F. Kepemimpinan 
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